
LEMBARAN

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : oE TAHUN: aoor

KEPUTUSAN BUPATI IiA.BUP^{TEN CIANJUR

NOMOR 02 TAHUN 2OO1

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAEBAH KABUPATEN CIA}IJUR NOIVIOR
03 TAHT]N 2OOO TENTANG RETRIBIISI PABRIK PENGOLAHAN HA,SIL

PRODUKSI TEH RAKYAT

h{enimbang

BUPATI CIAN-JUR

: a. bahwa retribusi pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03
Tahun 2000, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah
tanggal20 Scptcmbcr 2000 Nomcr 04 ScriB;

b. bahn'a untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana
tersebut dalam butir a, perlu dikeluarkan Keputusan Bupati
tcntang Pclaksanaan Pcraturan Dacrah Nomor 03 Tahun 2000.

: 1. Undang-undang lrlomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerin-tahan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
@erita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran l.Iegara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 199? tentang Pajak Daerah
dan Betribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
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Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3339);

Mengingat

DAERAH

5. Pcraturalf. ....



Peraturan Pemerintah l.lomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan lfitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 20'l'ahun 1997 tentang fletribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 199? IJomor 55, 'l'ambahan
Lembaran Negara Nomor J69i);

Keputusan Menteri l)alam Negeri Nomor 174 'l'ahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pernungutan Retribusi Daerah;

8. I(eputusan S{enteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Pedoman l'ata Oara Pemeriksaan di tsidang Retribusi
Daerah;

9. Peraturan Dae.rah I{abupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1989
tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil untuk l\{elakukan PenJ"idikan terhad.ap
Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan
PiJo-o.4 tuqtlqt

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjw F{omor 13 Tahun 1995
tentang Organisasi dan Tata I{eria Dinas Perkebunan
Kabupaten Cianiur;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 0S Tahun 2000
tentang Retribusi Pabrik Pengolahan Hasil Pmdtrksi Teh
Bakyat.

MEMUTUSKAN:
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AN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOI\{OR 03 TA}IUN 2OOO

TENTANG RETRIBUSI PABRIK PENGOLAHAN HASIL
PRODUKSI TEH RAICY-AT.

BAB i
KETEI\TTUAN TIMTIII{

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;

c. Rupati adelah RuPeti Cianjur; r n:--__
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d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan l{abupaten
Cianjur;

e. I{epala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan
I{abupaten Cianjur;
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para petani baik secara swadaya maupun menggunakan
fasilitas kre.ilit dari dinas/inst ansi/lemba galb adan usaha;

g. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabtrpaien
Cianjur.

BAB II
TATA CARA PENGAJUAN IJIN

Pasal 2

(L) Setiap pabrik pengolahan hasil prodnksi teh baik milik
perorangan. perusahaan swasta nasional maupun P'l'.
Perkebunan Negara yang memanfaatkan bahan baku pucuk
teh rakyat dan melaksanakan usahanya di daerah harus
mendapat ijin dari Bupati.

(2) Lrntuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ir.i, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati
melalui Kepala- Dinas Perkebunan dengan dilengkapi
persy aral,an sebagai beriku[ :

a. rekomendasi pertimbangan teknis ketersediaan bahan baku
hasil produksi pucuk teh rakyat d.ari Dinas Perkel:unan;

b. renCana kerja perusahaan;

c. Nomor Pokok lVajib Pajak (NP\[iP);

d. akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang
terakhir;

e. peta lahan lokasi dengan skala 1 : 100.000.

(3) Permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, akan
dikembaiikan kepada pemohon seiambat-iambatnya 10
/eanrrlrrh\ har.i L'a'r'ia caialr f rnooal nanor.irttoan
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fi) Ijin tersebut berlaku selama pabrik pengolahan Gh berjalar.
atau berusaha dibidang pengolahan teh dan harus melakukan

.:*"U*raran 
ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
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TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal S

(1) Setiap pabrik pengolahan teh sebageimana dimaksud dalam
Pasal 2 l{eputusan ini, yang telah mendapatkan liin dari
Bupati diwajibkan membayar retribusi yang besarnya
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal I Peraturan Daerah
Nomor 03 Tahun 2000.

(2) Retribr-rsi dipungrrt dengan menggunakan Surat Ketetapan
Eelribusi Daerah (SKRD) dengan pencan{,uman tarif
se.bagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

(3) PembaJraran retribusi dilakukan melalui bendaharawan
penerima pada Dinas Perkebunan atau kepada petugas yang
ditunjuh.

(4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud. dalam ayat
(3) Fesa! ini disetorkan ke l(sntor Kes Deerah.

Pasal4

Pelaksa-naan pe-mungutan retribrrsi pabrik pengola-han hasil
produksi teh rakyat se,bagaimana dimaksud dalanr Pasal S

Keputusan ini, dilakukan oleh Dinas Perkebunan.

tsAB IV

PENGA\,I'ASAN

Pa-sal5

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi
dilakukan oleh :

a. Dinas Pendapatan Daerah;

b. Inspektorat l4ilayah;
e. Bagian Ketertiban Sekretariat, Daerah;
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d. Penyiilik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan riitetapka:r kemu<iian oleh
Kepala Dinas Perkebunan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini

Pasal T

Keputusan ini bedalcu sejak tanggal ditetapkan.
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pada tanggal U Januari 200 L

BUPATI CIANJ[JR.

Cap/f,td.-
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